
BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa  oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam)
bulan setalah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang



Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4933);

7. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan   Retribusi Daerah (Lembaraan
Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008
tentangPendanaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
RepublikIndonesia  Tahun  2008  Nomor  91,
Tambahan  LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 4864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif



Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

31. Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Raperkada Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Mesuji Tahun
Anggaran 2016;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2016.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Relisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan;

(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a tahun anggaran 2016, sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp 729.684.071.891,62
b. Belanja Rp 735.747.182.487,00

Surplus/Defisit Rp (6.063.110.595,38)

c. Pembiayaan
Penerimaan Rp 45.781.958.103,64
Pengeluaran Rp 13.168.501.408,00

Surplus/Defisit Rp 32.613.456.695,64

Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 sebagai berikut :
(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.56.292.815.927,86 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan Rp 785.976.887.819,48
b. Realisasi Rp 729.684.071.891,62

selisih lebih/(kurang) Rp 56.292.815.927,86



(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
80.062.266.701,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Rp 815.809.449.188,12
b. Realisasi Rp 735.747.182.487,00

selisih lebih/(kurang) Rp 80.062.266.701,12

(3). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 45.781.958.103,64
b. Realisasi Rp 45.781.958.103,64

selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 2.780.895.327,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 15.949.396.735,00
b. Realisasi Rp 13.168.501.408,00

selisih lebih/(kurang) Rp 2.780.895.327,00

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 huruf b yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016
sebagai berikut :
(1). Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL

dengan rincian sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 45.781.958.103,64
b. Penggunaan SAL Rp. (45.781.958.103,64)

selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(2). Selisih Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan
Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa lebih/kurang Pemb. Angg (SiLPA) Rp. 26.550.346.100,26
b. Koreksi Kesalahan tahun sebelumnya Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 26.550.346.100,26

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31
Desember 2016 sebagai berikut:
a. Jumlah asset Rp 1.334.000.757.427,80
b. Jumlah kewajiban Rp 28.171.688.405,06

Jumlah ekuitas dana Rp 1.305.829.069.022,74

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
(1). Selisih Pendapatan dengan Beban dengan rincian sebagai

berikut:
a. Jumlah Pendapatan Rp 751.976.343.200,62



b. Jumlah Beban Rp 622.918.016.895,91
Surplus/Defisit dari Operasi Rp 129.058.326.304,71

(2). Selisih surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan
Pos Luar Biasa rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 129.058.326.304,71
b. Pos Luar Biasa Rp (155.000.000,00)

Surplus/Defisit-LO Rp 128.903.326.304,71

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desembar 2016
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Januari 2016 Rp 53.597.215.756,64
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 189.448.489.151,62
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (195.511.599.747,00)

Asset non keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (13.168.501.408,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp (72.65.224.090,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 27.100.379.663,26

Tahun 2016

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai
berikut :
a. Ekuitas Awal Rp 1.131.569.288.325,03
b. Surplus/Defisit – LO Rp 128.903.326.304,71
c. Penyusutan Piutang Rp 0,00
d. Akumulasi Penyusutan 2009-2015 Rp 0,00
e. Lain-lain Rp 45.356.454.393,00
f. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 Rp 1.305.829.069.022,74

Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas ;
Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran



menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III Laporan Operasional;
Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V Neraca;
Lampiran VI Laporan Arus Kas;
Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;
Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI Daftar penyertaan modal (inventasi) daerah;
Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;
Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX Daftar kegiatan - kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

Lampiran XX

Lampiran Lain

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.
Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 11
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2)
adalah Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI
Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI

ttd

RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN  2017 NOMOR 09,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG :  09/543/MSJ/2017


